
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dengan berlakunya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, Kepada seluruh Pemerintah Desa diharapkan untuk mengurus segala 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat terakomodasi dengan lebih 

baik untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Desa untuk 

mengelola tata pemerintahan sendiri, serta untuk pemerataan pelaksanaan 

pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup 

masyarakat pedesaan, sehingga masalah seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, 

dan masalah sosial, budaya, dan lainnya dapat diminimalkan (bpkp, 2015:1). 

UU Desa nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, telah 

mengamanatkan Pemerintah Desa, untuk lebih mandiri dalam mengelola 

pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk 

pengelolaan keuangan dan aset Desa. Dalam APBN-P 2015, Dana Desa (DD) 

sebesar kurang lebih (±) Rp20,776 triliun, telah dialokasikan untuk seluruh Desa 

yang tersebar di Indonesia. Saat ini, jumlah Desa menurut Permendagri 39 Tahun 

2015 adalah 74.093 Desa. Selain Dana Desa (DD), menurut Pasal 72 UU Desa, 

Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi 

Dana Desa (ADD), sebagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan 

bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (bpkp, 2015:1). 

Peran besar yang diterima oleh Desa, pastinya harus disertai dengan 

tanggung jawab yang besar pula. Oleh sebab itu, Pemerintah Desa harus bisa 

menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua 

akhir kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa, tentang 

penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (bpkp, 2015:1). 

Di dalam semua hal keuangan Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa 

dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan ini 

dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan Desa, yang dimulai dari 



 

 

tahapan; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga 

pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa (bpkp, 2015:1-2). 

Dalam setiap tahap pengelolaan keuangan Desa, terutama pada tahap 

perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Desa harus melibatkan masyarakat 

Desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau juga 

disebut dengan nama lain yang merupakan perwakilan dari setiap Dusun, 

sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, serta sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh Desa tersebut. Selain itu, Pemerintah Desa harus bisa 

menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi 

keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang telah 

dilaksanakan oleh Desa (bpkp, 2015:1-2). 

Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh Desa belum 

diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, baik dari segi 

kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu, Desa belum memiliki 

prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan, serta 

belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja 

(APB) Desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah Desa memiliki 

risiko yang sangat tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur 

Pemerintah Desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum, jangan 

sampai terulang kembali dalam skala Pemerintahan Desa. Aparatur pemerintah 

Desa dan masyarakat Desa yang direpresentasikan oleh Badan Pemusyawaratan 

Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan 

ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, 

pelaporan dan pertanggungjawaban (bpkp, 2015:2). 

Oleh karena itu, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-

undang Desa; pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 

turut membantu memberdayakan masyarakat Desa dengan pendampingan dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan Desa (bpkp, 2015:2) 

Di Sumatera Barat sebutan Desa adalah Nagari, sebagaimana tertuang 

dalam Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014; Desa adalah Desa, Desa adat 

atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. Kemudian 



 

 

kewenangan Nagari atau Desa yaitu yang dimiliki Desa, meliputi kewenangan di 

bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 

Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. 

Akan tetapi, peraturan yang sudah dibuat dalam pengelolaan keuangan 

Nagari, masih saja ditemukan kejanggalan dan penyelewengan Dana Desa/Dana 

Nagari (DD) di Pemerintahan Nagari terutama Wali Nagari sebagai pimpinan di 

pemerintahan Nagari di Kabupaten Sijunjung, diantaranya: 

1. Dalam kasus korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Nagari 

tahun anggaran 2019 di Nagari Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok, 

Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, Janwarizel Hendra Walinagari setempat 

ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung (Media Cerdas, 

2020). 

2. Dalam menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan 

penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2019, Perwakilan Badan 

Koordinator Wilayah (Bakorwil) I Sumbar, melalui perwakilannya yaitu 

Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Tindak Pidana Korupsi, Kabupaten 

Sijunjung mendatangi Kantor Wali Nagari Tanjuang Labuh, Kecamatan 

Sumpur Kudus (Padang Expo, 2020). 

Menindaklanjuti hal diatas, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera 

Barat, melakukan guna pencegahan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa 

(ADD) atau Nagari yang tidak tepat sasaran atau melakukan tindak 

penyimpangan, maka Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung menggelar 

sosialisasi pencegahan tindak pidana korupsi (Antara News, 2020). 

Kejanggalan dan penyelewengan dari pengelolaan keuangan Nagari di 

Kabupaten Sijunjung tersebut, telah mencerminkan salah satunya, yaitu masih 

rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan 

Belanja (APB) Nagari. Dalam hal ini disebutkan, dari berbagai literatur, telah 

menyebutkan bahwa, pentingnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan-

perbaikan kehidupan. Sebagaimana (Nelson & Wright, 1995) menyebutkan 

partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan 



 

 

keputusan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik (Beierle, 1999; Thomas, 

1995). Partisipasi masyarakat akan memberikan manfaat yang sangat besar pada 

pemerintah Desa dan masyarakat Desa, karena partisipasi bisa membangun rasa 

memiliki masyarakat terhadap agenda pemerintahan Desa dalam hal ini APB Desa 

yang merupakan rencana kerja satu tahunan/periodesasi pemerintahan Desa, 

kemasyarakatan dan juga terhadap pembangunan Desa. Dengan demikian, 

berpartisipasi akan menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk 

turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat. Partisipasi 

merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan 

masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan, guna tercapainya 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa (Indriani, 2019). 

Pengelolaan keuangan Nagari yang baik tentunya harus menggunakan dan 

menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik pula, yang sesuai dengan asas 

pengelolaan keuangan Nagari (good governance), yaitu: (1) Transparansi, yaitu 

bagaimana pemerintah Nagari dapat sedetail dan sejelas mungkin 

menggambarkan pengelolaan keuangan Nagari, (2) Akuntabilitas, yaitu semua 

keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Nagari, harus dapat 

dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat Nagari yang berada di 

Nagari tersebut, (3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (4) 

Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang lebih efektif; pemerintah Nagari 

mempunyai rencana tahunan yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat 

dalam hal ini APB Nagari, dan (5) Pemerintah Nagari harus tanggap terhadap 

aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat (Putra, 2019). Hal ini 

yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan APB Nagari di Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, 

kabupaten Sijunjung, karena Nagari Padang Sibusuk merupakan Nagari terbaik 

(paling bagus) dalam penilaian Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2020 di 

Kabupaten Sijunjung, Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 

2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). 

Berdasarkan bukti-bukti empiris diatas, terlihat bahwa lembaga lokal dan 

masyarakat Nagari, diharuskan untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam pengelolaan 

keuangan Nagari terkhusus dalam hal pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan 



 

 

Belanja (APB) Nagari. Namun demikian, masih saja ditemukan adanya 

penyelewengan keuangan Nagari, hal ini terbukti dengan adanya masyarakat yang 

melaporkan kepada pihak yang berwenang atas penyelewengan keuangan Nagari 

yang dilakukan oleh Wali Nagari. Dari beberapa contoh kasus yang telah peneliti 

sampaikan diatas, beberapa Pemerintahan Nagari yang belum melibatkan 

masyarakat secara menyeluruh dalam pengelolaan keuangan Nagari. Sehingga 

terjadi penyelewengan dan tindak pidana korupsi oleh pemerintahan Nagari (Wali 

Nagari) dan masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang atas 

penyelewangan keuangan Nagari tersebut. 

Fokus penelitian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, yang 

mengkaji tentang analisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa (DD) dengan 

peraturan Perundang-undangan di Nagari Bukit Bual, Kabupaten Sijunjung, yang 

merupakan Nagari terbaik dalam transparansi pengelolaan keuangan Nagari 

tingkat Kabupaten Sijunjung (Noverman, 2018). Kemampuan Pemerintah Nagari 

dalam pengelolaan keuangan Nagari di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, 

Kabupaten Pasaman Barat, yang memfokuskan kajianya pada kualitas terhadap 

kemampuan pemerintahan Nagari (Putra, 2019). Partisipasi Masyarakat Dalam 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), penelitian ini 

hanya membahas tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 

saja (Marina, 2018). Peran Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat dalam 

Perencanaan Pembangunan Daerah (musrembang), penelitian ini juga membahas 

tentang peran pemerintah Daerah dan masyarakat dalam musrembang (Imtihan, 

2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dengan 

judul Program Alokasi Dana Desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana 

Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, penelitian ini juga 

memfokuskan kepada partisipasi masyarakat dalam pembangunan insfrastruktur 

Desa (Hardianti, 2017). 

Dengan menyadari penelitian yang telah dilakukan selama ini, maka perlu 

dilakukan penelitian yang berfokus kepada Nagari yang telah baik dalam   

pengelolaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari yang berlandaskan 

kepada partisipasi masyarakat yang dapat dilihat dari bagaimana masyarakat 

berpartisipasi di tingkat Dusun/Jorong. Istilah umum Musyawarah Dusun 



 

 

(Musdus) atau di Sumatera Barat disebut dengan musyawarah Jorong/rembuk 

Jorong, Jorong di Sumatera Barat dimpimpin oleh Kepala Jorong sebagai 

Koordinator wilayah yang mengakomodir, keinginan, usulan dan partisipasi 

masyarakat, kemudian untuk diusulkan kepada pemerintahan Nagari, sesuai 

dengan Peraturan Menteri Desa (permendes) nomor 21 tahun 2021.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari Padang Sibusuk? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang terdapat pada rumusan masalah, 

maka tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan, mendeskripsikan dan 

menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari 

Padang Sibusuk. 

 

1.4. Mamfaat Penelitian  

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis, sebagaimana dijelaskan 

berikut ini: 

1.4.1. Manfaat Akademis  

1. Memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya disiplin keilmuan sosiologi perdesaan. 

2. Memberikan gambaran pelaksanaan pembangunan Desa yang sudah 

mandiri (telah baik di dalam melaksanakan pembangunan Desa).  

3. Memberikan sumbangan referensi atau rujukan bagi yang ingin meneliti 

topik ini lebih lanjut. 

4. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh kelulusan strata dua (S2), pada 

Program Magister Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Andalas Padang. 

 



 

 

 

1.4.2. Bagi Akspek Praktis 

1. Sebagai bahan informasi dan pedoman bagi pemerintah, khususnya 

Pemerintahan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.   

2. Salah satu bahan atau referensi untuk menambah wawasan, pengetahuan, 

serta pemahaman masyarakat tentang partisipasi masyarakat dalam 

pengelolaan Anggaran, Pendapatan, dan Belanja (APB) Nagari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


